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RINGKASAN 

Terbentuknya Undang-undang yang tertuang dalam No.32 Tahun 2004 yang tepatnya 

pada pasal 1 (5) menjelaskan mengenai otonomi daerah merupakan kewenangan untuk dapat 

mengatur daerahnya sendiri dan menjalankan kepentingan daerahnya untuk kesejahteraan 

masyarakatnya berdasarkan pada amanat undang-undang. 

 Dengan adanya UU Nomor 6/2014 yang mengatur mengenai desa, kebijakan tersebut 

memberikan peluang bagi pemerintah daerah desa untuk mengelola sendiri wilayah desanya. 

Dengan terbitnya peraturan para Menteri dalam Negeri yang tertuang pada No.13 Tahun 

2014 yang mengatur mengenai pengelolaan dana desa yang kemudian dijadikan sebagai 

pedoman bagi pemerintah desa untuk berpegang teguh pada Norma dan aturan serta 

ketentuan-ketentuan yang berlaku . 

 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDes) (Wardani 2013) APBDes ialah 

Rencana yang disusun setiap tahun yang telah ditetapkan disepakati oleh pihak pemerintah 

desa untuk kemudian dikelola dalam rangka pembangunan desa dan upaya mensejahterakan 

warga desa (Rujiman 2014). APBDes memiliki komposisi berkaitan dengan pendapatan yang 

didapatkan oleh pemerintah desa serta anggaran untuk pembelanjaan kepentingan 

pembangunan desa (Lapananda, 2016:25). 

 Seharusnya semua dana yang telah disalurkan ke desa harus digunakan sesuai dengan 

Perencanaan yang telah ditetapkan bukan hanya berfokus pada pengelolaan pembangunan di 

desa, namun penting pula untuk dipergunakan dalam memberdayakan warga desa karena 

dengan demikian dana yang disalurkan dapat menjadi Perangsang/Motivasi bagi pemerintah 

desa dalam membiayai semua program yang telah ditetapkan oleh desa. Melihat situasi yang 

terjadi tersebut penulis sangat tertarik untuk menganalisis pokok permasalahan dalam 

penelitian yaitu “PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM 

MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi pada Desa Pandanlandung 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)”. 

 Berdasarkan pada temuan yang didapatkan, peneliti menyimpulkan Kemampuan 

Keuangan Daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa 

Pandanlandung secara otonom dinyatakan cukup tinggi dan sudah sesuai dengan perencanaan 

.dimana ditetapkan Tahun 2019 sebanyak 64,91%,Tahun 2020 sebanyak 51,325% dan Tahun 

2021 sebanyak 65,43% hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kemampuan keuangan 



daerah dalam memperoleh pendapatan maka sangat mendukung kelancaran Pelaksanaan 

otonomi daerah melalui peningkatan jumlah untuk pembangunan desa. 

Kata kunci :Keuangan Daerah,Otonomi Daerah ,dan Pemerintah Desa 



BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Menurut Undang –Undang yang tertuang pada Nomor 32 Tahun 2004 yang tepatnya pada 

pasal 1 (5) menjelaskan mengenai otonomi daerah merupakan kewenangan untuk dapat 

mengatur daerahnya sendiri dan menjalankan kepentingan daerahnya untuk kesejahteraan 

masyarakatnya berdasarkan pada amanat undang-undang. Terciptanya UU No.32 Tahun 2004 

tersebut maka tanggung jawab serta peranan pemerintah daerah sangat besar karena dengan 

peranan pemerintah daerah memberikan pengaruh serta sebagai tolok ukur tingkat 

keberhasilan dari pelaksanaan otonomi daerah Meskipun terdapat perbedaan seperti tidak 

siapnya pemerintah daerah pada masing-masing sektor dalam menyelenggarakan 

pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemandirian dalam mengelola 

daerahnya masing-masing diyakini dapat menjadi garda terdepan serta strategi yang optimal 

untuk membangun desa secara maksimal karena dengan menggunakan sistem ini, pemerintah 

daerah dapat melaksanakan pembangunan daerahnya dengan bekerja sama dengan berbagai 

sektor yang dinilai lebih maksimal hasilnya daripada hanya dikerjakan oleh beberapa pihak 

saja. 

Selain itu Otonomi Daerah merupakan salah satu langkah pertama dalam membangun 

ekonomi nasional yang memiliki daya saing serta berkontribusi signifikan pada pertumbuhan 

nasional yang dapat membantu masyarakat daerah mendapatkan kehidupan yang lebih layak. 

Otonomi merupakan kewenangan dalam mengelola serta mengatur wilayahnya sendiri untuk 

penyelenggaraan kepentingan daerahnya yang bertujuan meningkatkan tingkat kesejahteraan 

rakyatnya (Adisubrata,2003). 

Ciri-ciri sebuah daerah mampu untuk mengelola secara mandiri wilayahnya berdasarkan 

pada Yuliati (2001) ialah dapat dinilai dengan kemampuan keuangan daerahnya dengan 

demikian dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sehingga dapat memperkecil 

atau mengurangi proporsi tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat serta mampu untuk 

menghasilkan pendapatan asli daerahnya dengan mengoptimalisasi sumber daya yang 

dimiliki di daerah tersebut baik yang berupa alam maupun manusianya. 

Terciptanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur mengenai desa, 

kebijakan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah desa untuk mengelola sendiri 



wilayah desanya. Bentuk dari dilaksanakannya program otonomi daerah ini ialah 

memberikan anggaran kepada desa dari pemerintah pusat yang bertujuan dalam peningkatan 

tingkat kesejahteraan rakyat desa. 

Diterbitkannya peraturan menteri dalam negeri yang tertuang pada Nomor 113/2004 yang 

mengatur mengenai pengelolaan anggaran desa digunakan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan keuangan di desa. Maka dana yang dikelola oleh pihak desa merupakan kegiatan 

yang menyangkut perencanaan terhadap pembangunan desa, melakukan tata usaha, 

menyusun laporan serta mempertanggung jawabkan laporan penggunaan dana desa kepada 

yang berwenang. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Wardani 2013 )APBDes ialah 

Rencana tahunan yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah desa yang kemudian 

dialokasikan sebagai pembiayaan pembangunan serta untuk memberdayakan warga desa 

(Rujiman 2014). APBDes memiliki komposisi berkaitan dengan pendapatan yang didapatkan 

oleh pemerintah desa serta anggaran untuk pembelanjaan kepentingan pembangunan desa 

(Lapananda, 2016:25). 

 Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ,di Desa Pandanlandung 

ternyata masih terdapat beberapa gambaran permasalahan yang harus dihadapi dan perlu 

penanganan. melihat situasi yang terjadi di desa Pandanlandung penjaringan permasalahan 

diperoleh di setiap Dusun seperti di bidang pemerintahan dan kelembagaan dimana seluruh 

kegiatan tingkat PKK kurang maksimal,Koordinasi tingkat desa masih kurang karena itu 

sangat dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan PKK mulai tingkat RT sampai 

Desa.Selain itu di bidang lingkungan hidup belum ada tempat pengolahan sampah sehingga 

sampah belum bisa dikelola karena hal tersebut mengakibatkan terjadinya pembuangan 

sampah ke selokan dan sungai. 

 Seharusnya semua dana yang telah disalurkan ke desa harus digunakan sesuai dengan 

perencanaan yang telah ditetapkan bukan hanya untuk pembangunan desa tetapi juga untuk 

pemberdayaan masyarakat desa.Karena dengan demikian dana yang disalurkan dapat menjadi 

perangsang/Motivasi bagi pemerintah desa dalam membiayai semua program yang telah 

ditetapkan oleh desa.melihat situasi yang terjadi tersebut penulis sangat tertarik untuk 

menganalisis “PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM 

MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (studi pada Desa 

Pandanlandung,Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang)”. 



2. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perkembangan kemampuan keuangan daerah di Desa Pandanlandung 

dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Periode Tahun 2019-

2021) 

2. Apakah pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perencanaan anggaran 

keuangan di Desa Pandanlandung periode Tahun (2019-2021) 

 3.Tujuan Penelitian  

 Berikut merupakan tujuan dari dilakukannya riset ini: 

1. Untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan di Desa Pandanlandung 

periode tahun 2019-2021 

2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perencanaan anggaran 

keuangan (2019-2021) 

 4.Manfaat Penelitian  

 Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dalam hasil penelitian 

ini: 

1. Untuk bahan referensi penulisan bagi semua pihak yang tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut khususnya penelitian yang sejenis dengan permasalahan yang 

sama. 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan sehingga meningkatkan 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Manajemen keuangan. 

3. Temuan yang didapatkan diharap mampu untuk digunakan dalam pertimbangan 

dibuatnya sebuah kebijakan yang memiliki kaitan pada PAD dan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk merencanakan pembangunan di desa. 

4. Hasil temuan yang didapatkan diharap mampu untuk dipergunakan oleh pihak 

penyelenggara pemerintah desa untuk melakukan pelayanan prima demi ketercapaian 

kepentingan warga desa. 
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